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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SYAHMUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 198254
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.910.280.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/151.2 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 770 m2/168 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 361.000.000

3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 98.000.000

4. Tanah Seluas 17500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 87.500.000

5. Tanah Seluas 8400 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 58.800.000

6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 409.600.000

8. Tanah Seluas 391 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 70.380.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 279.100.000

1. MOTOR, SUZUKI SPIN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
1.100.000

2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
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3. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

270.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 149.070.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 108.824.281
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.447.274.281
[ll. HUTANG Rp. 386.640.870
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.060.633.411
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERIWANTO D.MANDA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 778280
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.750.000.000

1. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000

3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000

4. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/120 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 550.000.000

6. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000

7. Tanah Seluas 1131 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

8. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000

9. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000

10. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 220.000.000

11. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/192 m2 di KAB / KOTA
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LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

14. Tanah Seluas 352 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 637.500.000

1. LAINNYA, COLOSUS SEPEDA GUNUNG Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

2. MOBIL, DAIHATSU ROCKY F 78 / JEEP Tahun 2001, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

3.  MOBIL, SUZUKI LJ 50/ JEEP Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

4. MOBIL, SUZUKI MINIBUS/MOPIN Tahun 1985, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 45.000.000

5. MOTOR, PIAGGIO LIBERTY 100 A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

6. MOBIL, WILLYS U.CJ 7 HARDTOP / JEEP Tahun 1985, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

7. MOBIL, DAIHATSU FGO -RV Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

8. MOBIL, DAIHATSU HARDTOP TAFT F 50 RV DIESEL/ JEEP
Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

9. MOTOR, VESPA /SUPER SCOOTER Tahun 1978, HASIL SENDIRI

Rp. 4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 255.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.963.229

F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 3.688.963.229

Ill. HUTANG Rp. 60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11l) Rp. 3.628.963.229

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama . TRI ASKARI YULIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 418506
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/125 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah Seluas 35000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 319.000.000
1. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI ULTIMATE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

277.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 91.597.318
F. HARTA LAINNYA Rp. 145.000.000
Sub Total Rp. 1.248.597.318
. HUTANG Rp. 346.337.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 902.260.318
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SAFIUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 415133
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.955.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/135 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

2. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 375.000.000

3. Tanah Seluas 6292 m2 di KAB / KOTA KOLAKA, WARISAN Rp.
100.000.000

4. Tanah Seluas 9619 m2 di KAB / KOTA KOLAKA, WARISAN Rp.
450.000.000

5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000

6. Tanah Seluas 19000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

9. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG,
WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 182.000.000

1. MOBIL, SUZUKI JEPP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.

35.000.000
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2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

3. MOTOR, HONDA WIN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

4. MOTOR, HONDA BEET Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 209.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.774.214
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.414.274.214
. HUTANG Rp. 59.206.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.355.068.214
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SYAHRIR SYAHRUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 664007
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/48 m2 di KAB / KOTA LUWU
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/22 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

2. MOTOR, HONDA F1C02N28LO/SEPEDA MOTOR Tahun 2020,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.890.544

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 994.890.544

lll. HUTANG Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 594.890.544
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WAHYUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 418135
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 997.000.000

1. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/100 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

3. Tanah Seluas 4158 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/24 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/72 m2 di KAB / KOTA MAROS,
HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

6. Tanah Seluas 2542 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 27.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.000.000

1. MOBIL, SUZUKI NEW ERTIGA MINI BUS Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 115.000.000

2. MOTOR, SUZUKI SKYDRIVE MATIC Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000

3. MOBIL, SUZUKI VITARA Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.

40.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. af

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 307.318.002
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.507.318.002

I1l. HUTANG Rp. 474.431.718

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.032.886.284
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama . IDIYANA SARTIAN UMAR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 424610
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/600 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 575.000.000

2. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN
Rp. 495.000.000

3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN
Rp. 385.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 352.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
118.000.000

2. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
219.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY F1CO2N28LO A/T Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. Y.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 567.590.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 10

Sub Total Rp. 2.885.090.000



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

1. HUTANG Rp. 92.399.220
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.792.690.780
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.




